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ABSTRACT

DISASTER MANAGEMENT IN DISASTER MANAGEMENT EFFORTS
IN TANA TIDUNG DISTRICT

SAMSUL BAHRI1
samsul. hanitifa@gmail.com

Graduate Program
Open University

In accordance with Law No. 24 of 2007 the presentation of the Tana Tidung
Regency RPB document covers the implementation of Tama Tidung District
disaster management in 3 stages namely the reduction of threat levels (Hazard
Reduction), the reduction of vulnerability (Vulnerability Reduction) and capacity
building (Capacity Development).

Disaster Management is one of the management processes for potential
disaster risks. Disaster risk assessment and assessment is carried out by reviewing
and mapping hazard levels, vulnerability and capacity levels, based on hazard
index, exposed population index, loss index and capacity index.

The results show that the Tana Tidung District Disaster Management
Agency's Work System is directed at disaster risk reduction, strengthening
disaster management capacity, optimizing contro} instruments, using space in
disaster risk reduction. The Tana Tidung District Disaster Management Agency's
Disaster Management System focuses on the implementation of improvements,
especially in policies that consider various aspects of the transformation
transformation, among others, can be seen from the economic, social and
community perceptions and the Tana Tidung District Disaster Management
System in Mitigation, addressing disasters and the impact of disasters related to
social conditions policies that are explained about changes that occur in health
conditions, conditions of education, social activities and social relations

Keywords: Disaster Management, Natural Disasters, BPBD Tana Tidung
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ABSTRAK

DISASTER MANAGEMENT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
BENCANA
DI KABUPATEN TANA TIDUNG

SAMSUL BAHRI
samsul.hanitifa@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 penyajian dokumen
RPB Kabupaten Tana Tidung ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan
bencana Kabupaten Tana Tidung pada 3 tahapan yakni pengurangan tingkat
ancaman (Hazard Reduction), pengurangan tingkat kerentanan (Vulrerability
Reduction) dan peningkatan kapasitas (Capacity Development).

Disaster Manajemen merupakan salah satu proses pengelolaan terhadap
adanya potensi serta resiko bencana. Pengkajian dan penilaian risiko bencana
dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya (hazard), tingkat
kerentanan (vulnerability) dan tingkat kapasitas, berdasarkan indeks bahaya,
indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas.

Hasil menunjukkan Sistem Kerja Badan Penangguiangan Bencana Daerah
Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada pengurangan resiko bencana, penguatan
kapasitas penganggulangan bencana, optimalisasi insrumen pengendalian,
pemanfaatan ruang dalam pengurangan resiko bencana. Sistem Pengelolaan
Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung fokus
pada penerapan perbaikan khususnya pada kebijakan yang mempertimbangkan
berbagai aspek perubahan transformasi tersebut antara lain dapat dilibat dan
kondisi ekonomi, sosial serta persepsi masyarakat dan Sistem penanggulangan
bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam
Mitigasi, mengatasi bencana dan dampak bencana berkaitan dengan kebijakan
kondisi sosial yang dijelaskan mengenai perubahan yang terjadi dalam kondisi
kesehatan, kondisi pendidikan, aktivitas kemasyarakatan dan relasi sosial

Kata Kunci : Disaster Manajemen, Bencana Alam , BPBD Tana Tidung
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung akan
disesuaikan tingkat risikonya (risk) yang didalamnya terdapat unsur bahaya/
ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability} dan kapasitas (Capacity) daerah
berdasarkan hasil petﬁetaan risiko serta masukan dan para pemangku kepentingan
yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini.

Pelayanan penanganan bencana yang dilaksanakan terhadap kejadian
bencana yang sudah terjadi di wilayah Kabupaten Tana Tidung dinilai masih perlu
untuk ditingkatkan menjadi lebih cepat, lebih tepat, lebih efektif dan lebih efisien,
dalam rangka mendukung dan memberdayakan Peraturan Daerah No. 12 tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana
Tidung. Secara umum, keberadaan RPB Kabupaten Tana Tidung diharapkan
dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam
menurunkan risiko bencana di wilayah tersebut. Secara khusus, dengan adanya
kebijakan otonomi daerah, RPB akan memiliki peranan yang berbeda bagi
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan peranannya di
dalam sistem pemerintahan, pelaksanaan RPB di dalam lingkup internal
Kabupaten Tana Tidung terbatas pada fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi
Pemerintah Kabupaten kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di
lingkungan kabupaten Tana Tidung Sementara bagi pemerintah kabupaten

dokumen RPB Kabupaten Tana Tidung dapat digunakan sebagai acuan
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penyusunan strategi dan program penanggulangan bencana yang telah disesuaikan
dengan kondisi spesifik kabupaten Tana Tidung.
Secara historis di wilayah Kabupaten Tana Tidung telah sering terjadi kejadian
bencana yang meliputi:
1. Genangan air/banjir,
2. Gelombang ekstrim yang mengakibatkan angin kencang (puting beliung),
3. Kebakaran bangunan yang terjadi di lingkungan daerah industri dimana
lokasi tersebut dekat dengan lokasi permukiman,
4. Kegagalan teknologi dan limbab industri penyebab pencemaran
lingkungan.
5. Kekeringan terutama ketersediaan air untuk areal persawahan serta
kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi masyarakat
6. Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Tana Tidung
Sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007, penyajian dokumen
RPB Kabupaten Tana Tidung ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan
bencana Kabupaten Tana Tidung pada 3 tahapan, yaitu: Pra Bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
Dalam situasi tidak terjadi bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana
dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi. Perencanaan penanggulangan
bencana; Pengurangan risiko bencana; Pencegahan; Pemaduan dalam perencanaan
pembangunan; Persyaratan analisis risiko bencana; Pelaksanaan dan penegakan
rencana tata ruang; Pendidikan serta pelatihan; dan Persyaratan standar tekms

penanggulangan bencana Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
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Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi
bencana meliputi: Kesiapsiagaan; Peringatan dini; dan Mitigasi bencana.

Saat tanggap darurat dan pemulihan segera (early recovery)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya;
Penentuan status keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi
masyarakat terkena bencana; Pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap
kelompok rentan; dan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pasca
Bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tana
Tidung pada tahap pasca bencana meliputi: Rehabilitasi; dilakukan melalui
kegiatan: Perbaikan lingkungan daerah bencana; Perbaikan prasarana dan sarana
umum; Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; Pemulihan sosial
psikologis; Pelayanan kesehatan; Rekonsiliasi dan resolusi konflik; Pemulihan
sosial ekonomi budaya; Pemulihan keamanan dan ketertiban; Pemulihan fungsi
pemerintah; dan Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi; dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik,
meliputi: Pembangunan kembali pra sarana dan sarana, Pembangunan kembali
sarana sosial masyarakat; Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat; Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan Peralatan
yang lebih baik dan tahan bencana; Partisipasi dan peran serta lembaga dan
organisasi; Kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; Peningkatan kondisi
sosial, ekonomi dan budaya; Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
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4.2 Hasil
4.2.1 Sistem Kerja BPBD Kabupaten Tana Tidung

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain
berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya
konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk
melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan
yang mungkin tﬁnbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak
sesuai peruntukan. Sebagai contoh, dokumen rencana tata ruang menetapkan
ruang dengan fungsi perlindungan bencana pada lahan rawan longsor dengan
tujuan agar masyarakat dan aktivitas yang mereka kembangkan tidak menjadi
korban apabila bencana longsor terjadi. Dalam praktik penyusunan ruang di
Indonesia, dokumen tata ruang bersifat hirarkis. Mulai dari dokumen yang bersifat
makro yang berlaku pada level nasional hingga dokumen detil yang hanya berlaku
pada kawasan tertentu saja. Dokumen tata ruang tersebut adalah:

o Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); merupakan dokumen
rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah
negara Indonesia. Dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan
dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan
kabupaten/kota.

o Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), merupakan penjabaran
RTRWN pada masing-masing provinsi. Dokumen ini berlaku pada
masing-masing provinsi yang diatumya, sebagai contoh RTRW Kabupaten

Tana Tidunghanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Jawa Timur.
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Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RTRW
Kabupaten/Kota dan dokumen detil lainnya.

» Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK};, merupakan
penjabaran dan dokumen RTRWN dan RTRWP pada level kabupaten/
kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administratif
kabupaten/ kota.

(b). RDTR dan RTBL
Rencana Detil Ruang dalam bentuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)
serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);, merupakan penjabaran
detil dan dokumen RTRWK dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah
kabupaten/ kota dalam menerbitkan izin Mendirikan Bangunan (IMB). RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kota. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata
ruang. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan
fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi
lain. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 20/PRT/MY/
2011 tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/ Kota menegaskan bahwa RDTR disusun untuk bagtan dan wilayah
kabupaten/ kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis
kabupaten atau kawasan strategis kota (Bab II, Pasal 3 Ayat 1).

Permen PU tersebut secara jelas menyebutkan bahwa RDTR disusun untuk

kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Sehingga, berdasarkan
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Permen PU ini, RDTR tidak mencakup wilayah di luar kawasan perkotaan. Hal
ini berbeda dengan RDTR sebelum adanya Permen PU ini, dimana wilayah
perencanaan meliputi seluruh kawasan kecamatan, selain kawasan perkotaan,
sedangkan penataan kawasan yang berada di luar perkotaan, penataan dan
pemanfaatannya merujuk kepada RTRW kabupaten diatasnya.

Prinsip dasar dari Permen PU No. 20/PRT/2011 bahwa pemanfaatan dan
konflik ruang yang kerap terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam
pembangunan adalah ruang pada kawasan perkotaan. Selain itu, jenis penggunaan
ruang di perkotaan juga lebih banyak dan beragam. Sementara penggunaan
ruang di luar kawasan perkotaan tidak banyak jenis penggunaannya, sehingga
tidak diperlukan perencanaan secara detail.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Perencanaan Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Tana Tidung, RDTR ini diperlukan karena hampir
sebagian besar wilayahnya bersifat padat penduduk, padat bangunan, dan
berfungsi sebagai daerah industri maupun pendukung industri. Kondisi ini perlu
diketahui dengan benar karena bilamana tefjadi bencana, akan mengakibatkan
kerugian material dan korban jiwa yang cukup besar. Dalam UU No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (7) disebutkan
bahwa;

1. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
s Rencana umum tata ruang; dan
* Rencana rinci tata ruang.
2. Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud terdin atas:

» Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43%5g.pdf

e Rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
¢ Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah
kota.
3. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
¢ Rencana tata ruang pulawkepulauan dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional;
* Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
» Rencana detail tata ruang kabupaten/ kota dan rencana tata ruang
kawasan strategis kabupaten/ kota.
4, Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun
sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
5. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b disusun apabila:
6. Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;dan/atau
7. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan
skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian
sebelum dioperasionalkan.
8. Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang

diatur dengan peraturan pemerintah.
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4.2.2 Sistem Pengelolaan Bencana BPBD Kab. Tana Tidung

Melalui berbagai tinjauan literatur serta proses wawancara yang telah
dilakukan maka diketahui tujuan dari masukan kebijakan pengelolaan bencana ini
yakni membantu memberikan masukkan pada pemerintah terkait rencana
pengelolaan bencana agar ketika dilakukan perubahan pengelolaan bencana maka
diharapkan ada perubahan taraf hidup yang terjadi pada masyarakat yang terkena
bencana. Masukan kebijakan ini mempertimbangkan berbagai aspek perubahan
transformasi tersebut antara lain dapat dilihat dar kondisi ekonomi, sosial serta
persepsi masyarakat yang terkena bencana terhadap rencana kondisi perumahan
dan fasilitas yang akan dibangun, Berbagai komponen tersebut diuraikan lebih
lanjut dalam sejumlah sub bab yang ada dalam pembahasan ini. Dalam hal
masukan terkait kebijakan ekonomi antara ditujukan untuk terjadi untuk
mengoptimalkan perubahan pendapatan dan perubahan pengeluaran rumah tangga
dalam memenuhi berbagai kebutuhan serta pemilikan aset yang seluruhnya
merupakan cerminan bagaimana kondisi perekonomian warga pasca terjadi
bencana. Masukan formulasi kebijakan yang disusun berdasarkan hasil
wawancara ini diharapkan dapat dyadikan salah satu pertimbangan bagi
pemerintah dalam rangka merencanakan proses pengelolaan bencana

Sub bab lain menjelaskan mengenai kebijakan terkait kondisi sosial yang
dijelaskan mengenai perubahan yang terjadi dalam kondisi kesehatan, kondisi
pendidikan, aktivitas kemasyarakatan dan relasi sosial. Analisis sosial dapat
dianalisa dari perubahan yang mungkin terjadi pada kondisi sosial warga yang
terkena bencana. Kemudian sub bab masukkan kebijakan berdasarkan persepsi

masyarakat terhadap kondisi perencanaan pengelolaan bencana serta perumahan
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dijelaskan mengenai tanggapan masyarakat terhadap berbagai kondisi lingkungan
yang akan dibangun (rumah, air bersih, listrik, sanitasi, keamanan lingkungan dari
banjir, kebakaran dan kriminalitas serta penggunaan fasilitas). Berbagai persepsi
tersebut kemudian nenjadi salah satu pertimbangan dalam rangka formuiasi
kebijakan dalam rangka pengelolaan bencana warga. Hal ini terkait dengan
kebijakan penataan pengelolaan bencana, kebijakan terkait kriteria wilayah
pengelolaan bencana yang sesuai dengan warga serta kebijakan konsep
optimalisasi konsolidasi sosial, budaya dan ekonomibagi masyarakat yang
terkena bencana.

Instrumen kebijakan adalah alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Dalam penelitian ini, instrumen
kebijakan difokuskan pada perencanaan instrumen kebijakan yang akan
digunakan dalam proses pengelolaan bencana warga. Kondisi lingkungan di
Kabupaten Tana Tidung apabila dilihat dari sisi kualitas masih terdapat beberapa
daerah yang mengalami penurunan khususnya pada bantaran sungai. Hal tersebut
dibuktikan dengan hasil pemantavan lingkungan yang telah dilakukan oleh BLH
Kabupaten Tana Tidung. Umumnya, permasalahan lingkungan yang terjadi di
Kabupaten Tana Tidung adalah masalah polusi, udara, sampah dan air. Kebijakan
pengelolaan bencana ini ditujukan pada 25% jiwa dan keseluruhan desa yang ada
di lokasi khususnya untuk warga lokasi di bantaran sungai yang kerap mengalami
bencana banjir. Berdasarkan hasil survey pada para penduduk maka diketahui
bahwa terdapat berbagai pandangan, syarat, sistem yang diinginkan oleh warga
ketika pengelolaan bencana akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai

aspek yang ada. Pada umumnya warga bantaran sungai bersedia untuk dikelola
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atan direlokasi sebagai pengelolaan bencana. Beberapa masalah lingkungan yang
terjadi di Kabupaten Tana Tidung antara lain: penurunan kualitas udara ambient,
penurunan kualitas air nadan air, penurunan kualitas air laut dan masalah sampah.
“Masalah lingkungan yang memicu bencana biasa terjadi di Kabupaten Tana
Tidung antara lain penurunan kualitas udara ambient, penurunan kualitas air
nadan air, penurunan kualitas air laut dan masalah sampah sehingga menyebablan
bencana banjir dan kebakaran khususnya di wilayah bantaran sungai”. (Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Salah satu pengelolaan bencana yakni pengembalian lokasi lingkungan
sesual dengan fungsi yakni bantaran sungai yang kembali difungsikan sebagai
wilayah jalur air bukan sebagai pemukiman penduduk. Pemenuhan keburuhan
pemukiman sebagai salah satu bentuk pengelolaan bencana. Menurut penjelasan
UU No.4 tahun 1992 bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu
kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran penting yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta
dikembangkan demi kelangsungan dan penghidupan masyarakat. Kebijakan
perumahan dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kehidupan semata
namun lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan
ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati diri.
Kebijakan relokasi pemukiman diharapkan dapat memberikan perubahan pada
pemukiman warga bantaran sungai menjadi lebih baik dari pada sebelumnya
ketika tinggal di bantaran sungai. Sesuai dengan salah satu petikan wawancara
berikut :

“jadi kami memang akan mengadakan relokasi dan ini masih dalam pembahasan
mengenai rencana pemindahan, penentuan lokasi dan sebagainya kami masih
mempertimbangkan terkait dengan kondisi calon relokasi, fasilitas dan ekonomi

masyarakat selanjutnya sebagai bentuk pengelolaan bencana”. (Kabid Rehabilitasi
dan Rekonstruksi)
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Rencana pengembangan pemukiman diketabui terkait kondisi bangunan
rumah akan dibuat lebih kokoh dan pemukiman warga sebelumnya, kama rencana
dibuat dengan bangunan susun maka lantai dipersempit dengan lebar tidak selebar
pemukiman warga sebelumnya. Kondisi ventilasi tentu dibuat lebih baik dari
pemukiman sebelumnya.

Kondisi genangan hujan disini memiliki art bahwa untuk tadah hujan di
pemukiman lama dinilai masih minim sehingga lokasi tadah hujan agar
pemukiman terhindar dari genangan hujan akan diperbanyak di pemukiman baru,
kepadatan bangunan ruang yang tinggi di pemukiman lama akan diperlebar,
pembagian ruang di pemukiman lama akan diperlebar jika dibandingkan dengan
pemukiman baru dimana kepadatan hunian (perhitungan berdasarkan jumlah
penduduk) akan sedikit kurang lebih sama bahkan akan lebih padat sedikit jika
dibandingkan pemukiman lama sebab tergantung jumlah kepala keluarga yang
tinggal di tiap bangunan yang disediakan. Pengelolaan bencana tidak jauh dari
ketersediaan bahan pangan, sandang dan yang terpenting ketersediaan prasarana
Ketersediaan prasarana diukur dengan yaitu ketersediaan air terutama untuk
konsumsi sehari-hart, sanitasi/air limbah, sampah, drainase/got serta jalan
lingkungan.

4.2.3 Sistem Penanggulangan Bencana BPBD Kab Tana Tidung
4.2.3.1 Kebijakan Perencanaan Relokasi Sisi Sarana

Ketersediaan sarana permukiman diukur dengan ketersediaan 5 jenis sarana
utama yang tersedian, yaitu ketersediaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan,
gkonomi dan ruang terbuka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid

Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa berbagai sarana ini dibangun pada
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saat terjadi bencana agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang
terkena bencana menjadi lebih layak dibandingkan kondisi sebelumnya sesuai
petikan wawancara berikut:

“kami senantiasa berkoordinasi dengan masyarakat warga yang terkena bencana,
seperti apa lokasi baru yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi
masyarakat sehingga tetap mempertimbangkan sarana yang hal ini juga
berdampak pada aspek sosial, budaya serta agama, sehingga selalu ada
perencanaan mengenai gambaran sarana yang akan dibangun” (Kabid
Penanggulangan Bencana)

Perencanaan diketahui bahwa lokasi ibadah jumlahnya akan sama dengan
pemukiman lama, fasilitas pendidikan akan dipusatkan pada lokasi tertentu khusus
untuk sekolah SD, SMP dan SMA dalam satu wilayah sehingga schingga
langsung difokuskan pada satu bangunan. Fasilitas kesehatan juga direncakan
langsung dipusatkan pada satu lokasi dengan berbagai fasilitas untuk keseluruhan
warga relokasi yang terdiri dari satu rumah sakit, puskesmas, posyandu dan
berbagai fasilitas kesehatan lain. Kegiatan ekonomi juga difokuskan pada lokasi
tertentu yang terdiri dan ruko, pasar dan sebagainya sehingga mudah ketika
dilakukan penataan kota serta pembangunan. Semua kegiatan ekonomi para
pedagang dan yang memiliki usaha tidak lagi berjualan di rumah mereka namun
diarahkan pada lokasi yang sesuai. Hasil dari terpusatnya lokasi pendidikan pada
wilayah tertentu, kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu dan fasilitas kesehatan
pada wilayah tertentu maka lokasi khusus daerah pemukiman dapat dibangun
ruang terbuka untuk sarana bermain di sore hari maupun ketika liburan akhir

pekan sehingga warga dapat berkegiatan yang berhubungan dengan hobi dan

sebagainya.
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4.2.3.2 Kebijakan Perencanaan Relokasi Sisi Status Penduduk

Kerentanan status penduduk diukur melalui 5 aspek yang menggambarkan
kerentanan status lahan dan rumah, status/asal penduduk, pekerjaan dan
pendapatan. Menurut hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan Program
dan Keuangan diketahui bahwa terdapat berbagai macam status penduduk dari
berbagai latar belakang pekerjaan,usia dan status lahan yang ditempati di bantaran
sungai.
“kamt telah sosialisaikan kepada masyarakat yang pada prinsipnya menyetujui
dan mendukung adanya relokasi asalkan berbagai faktor yang menjadi salah satu
kendala seperti status lahan, pekerjaan dan pendapatan penduduk warga yang
direlokasi menjadi pertimbangan” (Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan)

Hasil data survey yang diperoleh menunjukkan bahwa pada awal relokasi
atau pemukiman status lahan yang diberikan, sebagian masih dimiliki oleh
pemerintah, kemudian status bangunan akan diserahkan pada warga, data
mengenai asal penduduk diketahui sama dengan warga di pemukiman lama,
terkait pekerjaan diketahui bahwa terdapat kemungkinan perubahan pekerjaan
ketika dipindah ke lokasi baru yakni beberapa nelayan berpindah pekerjaan
menjadi pedagang maupun karyawan. Berdasarkan segi pendapatan pada awal
relokasi diketahui pasti akan mengalami penurunan sebagai bentuk penyesuaian
namun dibantu dengan adanya uang saku pemerintah sebagai modal awal untuk
bertahan.

Salah satu hal penting yang akan dibangun pada relokasi baru yakni
penyelenggaraan pengembangan sistemn penyediaan air minum bahwa penyediaan
air minum adalah kegiatan menyediakan air mimun untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan bersih, dalam masalah
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sarana air bersih dan jaringan listnk di tempat relokasi harus memenuhi
persyaratan. Masyarakat mengambil air bersih dari tempat terjangkau. Selain itu,
sarana pedidikan dan kesehatan juga harus tersedia. Sehingga pelajar masih tidak
perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai sekolah. Pemenuhan
kebutuhan akan pekerjaan juga harus terjamin. Banyak masyarakat yang
pendapatannya diharapkan meningkat seiring pengeluaran semakin bertambah.
Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk dicarikan solusinya.
Misalnya dengan memberdayakan masyarakat atau mendaftar potensi masyarakat
yag bisa dimanfaatkan untuk menjadikan relokasi permukiman warga lebih baik.
Sehingpga dapat disimpulkan bahwa pembangunan permukiman baru untuk

masyarakat bantaran sungai harus sesuai dengan kaidah-kaidah permukiman.

4.2.3.3 Kebijakan Penentuan Kriteria Wilayah Yang Sesuai Pemukiman

Pemerintah membuat rancangan terkait kebijakan yakni aspek sosial, fisik,
ekonomi dan budaya mengenai tempat lokasi baru yang akan dijadikan wilayah
relokasi warga bencana. Persyaratan ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan,
survey dan koordinasi yang dilakukan.
“kami sudah sosialisasi pada warga mengenai rencana relokasi, kami membantu
pemerimtah untuk menampung aspirasi dari warga tentang lokasi relokasi baru
yang diinginkan seperti apa, sebab warga yang paling mengetahui apa yang
mereka butuhkan dan kami yang menyampaikan pada pemerintah” (Kabid
Rehabilitasi dan Konstruksi})

Masukan kebijakan berikutnya yakni terkait sspek fisik dalam penelitian ini
adalah kondisi perumahan. Perumahan dalam arti luas meliputi rumah dan segala
fasilitas pendukungnya yang bersama merupakan suatu hngkungan perumahan.

Fasilitas lingkungan perumahan mencakup aneka ragam, antara {ain penyediaan

air minum, jaringan saluran pembuangan, jalan lingkungan dan sebagainya yang
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kesemuanya penting bagi pemeliharaan lingkungan. Dalam sub-bab ini akan
dijelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap kondisi perumahan yang
diantaranya kondisi rumah, air bersih, listnk dan sanitasi; kondisi jalan angkutan
umum; keamanan lingkungan dari banjir, kebakaran dan kriminalitas serta;
penggunaan fasilitas yang tersedia di wilayah studi.

Kebijakan dalam penyusunan rumah relokasi ini diharapkan lebih baik
sebab pembangunan rumah relokasi yang kemungkinan yang dilakukan secara
serentak sehingga kurang mendapatkan pengawasan dari pihak pimpinan,
akibatnya masyarakat khawatir terdapat beberapa rumah yang masih harus
direnovasi ulang oleh para penghuninya.

Kondisi berikutnya yang dijadikan kriteria yakni kondisi air bersth dimana
diharapkan lebih baik untuk akses air bersih di lokasi baru dibandingkan di
bantaran sungai di mana persepsi ini muncul karena mereka bersedia menempuh
jarak 4 km untuk mendapatkan air bersih. Menurut masyarakat sebelum adanya
jaringan air mereka harus mengambil air bersih dari sungai yang ada lalu di bawa
ke rumah, tetapi saat ini menurut mereka jauh lebih baik. Masyarakat berpendapat
bahwa kondisi air bersih tidak baik di mana persepsi ini muncwl karena menurut
mereka untuk mendapatkan air bersih mereka harus berjalan jauh 4 km yang
membuat mereka segan. Bencana banjir akibat tinggal di bantaran sungai tersebut
membuat sumber air bersih yang sudah ada sebelumnya menyadi
berkurang Menurut masyarakat sebelum bencana terjadi mereka dapat dengan
mudah memperoleh air bersih meskipun jarak tempuh untuk mengambil air
tersebut tidaklah dekat. Jaringan air yang ada pada tempat relokasi permukiman

diharapkan tidak seperti sebelumnya.
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Kondisi listrik juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan sebab
mereka menganggap kondisi penerangan di lokasi bantaran sungaicukup baik
sehingga dibandingkan saat ﬁaeka menetap di bantaran sungai dimana persepsi
it muncul karena meskipun tidak tersedia jaringan listrik mereka bersedia
mengadakan penerangan sendini dengan menggunakan petromak dan lampu
tempel. Menurut beberapa masyarakat jaringan listrik yang tersedia sekarang
dapat merata, schingga setiap rumah terdapat jaringan listrik sendin karena
menurut mereka di bantaran sungai sudah ada jaringan listrik sedangkan saat ini
diharapkan di permukiman terdapat jaringan listnk dengan penerangan yang lebih
baik dan stabil.

Kondisi permukiman yang baik tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik
semata, tetapi salah satunya juga dari keamanan lingkungan yang terdapat di
permukiman tersebut. Keamanan yang diutarakan dalam penelitian ini adalah
keamanan lingkungan dari bahaya banjir, kebakaran dan kriminalitas. Ketenangan
dan kenyamanan warga yang hidup di dalamnya sangat bergantung pada tingkat
keamanan ketiga hal tersebut. Barang-barang kepemilikan warga akan aman bila
lingkungan tersebut terhindar dari bahaya banjir, kebakaran dan kriminalitas. Hal
ini bisa dimaklumi karena kondisi area studi terletak di dataran renbah dan rawan
banjir sehingga mereka bersepakat bulat untuk memilih perumahan yang lebih
baik. Dengan kondisi area yang berada di tempat yang lebih rendahmasyarakat
merasa keamanan tempat tinggal yang sekarang dekat dengan ancaman bencana
banjir susulan atau banjir yang akan datang. Keadaan ini membuat masyarakat
merasa kurang nyaman untuk tinggal dan merasa was-was atau khawatir jika ada

bencana banjir lagi. Kondisi kebakaran yang pernah dialami ketika bermukim saat
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ini sebanyak 35% menyatakan buruk dan 19% menyatakan sangat baik.
Maksudnya mereka pernah mengalami kebakaran ketika mereka bermukim di
bantaran sungai. Hal ini bisa dimaklumi karena kondisi perumahan saat ini
merupakan kayu dan mempunyai jarak antar rumah yang kurang aman dari
bahaya kebakaran sehingga mereka bersepakat bulat membutuhkan kondisi
perumahan yang lebih baik. Tidak adanya jarak antar rumah tersebut dapat
membuat api yang menjalar ketika ada kebakaran dimana dapat secara langsung
dapat merembet ke rumah yang lainnya. Sehingga jika terjadi kebakaran
masyarakat sekitar kebakaran tersebut maka akan terjadi kesulitan mengantisipasi
terlebih datulu ketika merembet ke rumah mereka. Dari hasil survey yang
dilakukan mengenai kriminalitas yang pernah dialami ketika bermukim saat
sebanyak 17% menyatakan buruk dan 19% menyatakan sangat buruk karena
mereka pernah mengalami tindakan kriminalitas ketika bermukim di bantaran
sungai. Tindak kriminal menurut beberapa masyarakat mungkin dikarenakan
orang yang melakukan tindak kriminal tersebut juga ikut mengalami musibah
bencana banjir, sehingga mungkm untuk sementara kriminalitas meningkat ketika
adanya bencana banjir. Hal ini disebabkan barang mereka pemah kecurian
padahal sewaktu di bantaran sungai. Kriminalitas yang terjadi pasca bencana
tersebut masih tetap ada meskipun tidak sesering dan sebesar sebelum bencana
banjir. Dari hasil survey yang dilakukan mengenai senang atau tidak senang
bermukim di wilayah studi masyarakat yang menyatakan kurang senang tinggal di
wilayah studi ada sebanyak 19 orang dan 21% yag menyatakan tidak senang,
persepsi ini muncul karena menurut responden kondisi saat ini serba kesulitan

misalnya akses fasilitas rumah, dan keamanan dari bencana banjir. Masyarakat
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menyatakan bahwa keadaan saat ini merasa tidak sepang sebab jauh dengan
kerabat dekat yang dulu rumahnya berdekatan.

Ketersediaan fasilitas, lengkap tidaknya fasilitas yang ada dapat
mencerminkan perkembangan keadaan masyarakat di lokasi yang bersangkutan.
Pada wmumnya makin berkembang suatu masyarakat makin lengkap fasilitas
sosial-ckonomi yang dimilikinya, sesuai dengan meningkatnya kebutuhan
pelayanan. Kemudahan hubungan dan komunikasi, memiliki keterkaitan yang
sangat erat dengan faktor kelengkapan fasilitas. Karena kemudahan hubungan dan
komunikasi akan berjalan dengan baik seiring dengan kelengkapan fasilitas seperti

~ jaringan utilitas dan jalan yang makin baik, serta tidak lupa pula sarana
pendidikan, kesehatan, dan perbelanjaan. Akan sangat membantu penghuni
pemukiman tersebut guna keberlangsungan hidup mereka. Sesuai anggaran dana
di dalam pembangunan relokasi permukiman maka oleh Pemerintahan Tana
Tidung membangun fasilitas Peribadatan yakni masjid dan gereja. Pembangunan
Masjid dan Gereja ini didasari oleh mayoritas penghuni relokasi permukiman
pada beberapa desa di Bantaran Sungai. Di dalam mengatasi kebutuban
pendidikan dan kesehatan, penduduk relokasi permukiman menggunakan fasilitas
di pusat kota.

Kabupaten Tana Tidung khususnya pada lokasi yang rawan bencana seperti
bantaran sungai masih tertinggal dalam pembangunan manusia di bidang
pendidikan, keschatan dan daya beli. Artinya jalan untuk menuju sasaran ideal
yang berupa pembangunan manusia seutuhnya yang ditandai dengan kualitas
sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha,

terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak,
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serta meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Tana Tidung
untuk bisa segera terwujud masth membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih
serius.

Kesejahteraan pada dasarnya memiliki dimensi yang luas dan beragam.
Salah satu indikator yang dapat merepresentasikan hal ini melalui indeks
pembangunan manusia (IPM). Aspek penting dalam pembangunan daerah yang
meliputi (1) Aspek Geografis dan Demografis; (2) Aspek Kesejahteraan
Masyarakat; (3} Aspek Pelayanan Umum; (4) Aspek Daya Saing Daerah, pada
dasarnya diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri,
sebagai tujuan bagi pembangunan daerah.Dari keempat aspek tersebut, diarahkan
untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan
pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas
dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam rangka keharmonisan lingkungan.
Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan pemingkatan IPM sebagai
tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kehidupan sebuah rumah tangga di suatu lingkungan permukiman tidak
hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap tuntutan ekonomi
mercka. Karena tanpa adanya kondisi-kondisi sosial yang menunjang seperti
kondisi kesebatan, pendidikan dan relasi sosial yang dimiliki suatu rumah tangga,
maka kegiatan rumah tangga untuk memenuhi tuntutan ekonomi juga akan
mengalami gangguan. Tanpa adanya kondisi kesehatan yang baik seseorang tidak
beraktifitas secara optimal, begitu pula halnya dengan kondisi pendidikan yang
merupakan modal utama dalam membentuk kemampuan manusia, dan relasi

sosial yang dimiliki suatu rumah tangga akan menunjang kchidupan mereka di
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suatu hingkungan. Rumah tidak hanya menjadi kebutuhan mdividual melainkan
kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seseorang yang telah terpenuhi kebutuhan
akan rumah tidak berdin sendiri, melainkan hadir bersama-sama dengan orang
lain yaitu masyarakat lingkungannya. Karena orang tidak mungkin hidup
sendirian, maka kehadirannya ke dalam suatu rumah mau tidak mau dipengaruhi
oleh masyarakat lingkungan sekelilingnya.

Perubahan pada kondisi perekonomian rumah tangga adalah salah satu
determinan penting dalam menjelaskan perubahan taraf hidup rumah tangga yang
direlokasi. Dengan segala faktor-faktor yang menjadi nilai lebih maupun nilai
kurang darn suatu lokasi penmukiman, seseorang maupun suatu rumah tangga
tentu membutuhkan dukungan perekonomian yang kuat untuk dapat
menyesuaikan diri pada suatu permukiman. Ketika suatu rumah tangga diharuskan
untuk meninggalkan lingkungan permukiman yang sudah ada menuju suatu
lingkungan yang baru, maka kondisi perekonomian yang sudah stabil tersebut
akan dipaksa untuk kembali menyesuaikan din lagi terhadap kondisi yang baru
tersebut. Hal tersebut menyebabkan beberapa perubahan yang terjadi pada kondisi
perekonomian rumah tangga akibat relokast permukiman.

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan.
Pendapatan rumah tangga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan rumah tangga. Pada tingkat pendapatan rumah tangga yang sangat
rendah maka pengeluaran rumah tangga adalah lebih besar dari pendapatannya.
Ini berarti bahwa pengeluaran konsumsi bukan saja dibiayai oleh pendapatannya
tetapi juga dari sumber-sumber lain, seperti tabungan yang dibuat di masa lalu,

dengan menjual harta kekayaannya, atau dari meminjam. Pada suatu tingkat
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pendapatan rumah tangga yang cukup tinggi, konsumsi rumah tangga akan sama
besarnya dengan pendapatan rumah tangganya. Apabila pendapatan rumah tangga
mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi, maka rumah tangga tidak akan
menggunakan seluruh pendapatan yang dapat dibelanjakan tersebut. Ini berarti
pengeluaran rumah tangga adalah lebih rendah dari pendapatan rumah tangga.
Pendapatan yang tidak digunakan untuk belanja tersebut merupakan tabungan
yang dilakukan oleh rumah tangga.

Pengeluaran suatu rumah tangga akan menunjukkan tingkat konsumsinya,
Aktivitas konsumsi dapat digambarkan sebagai pemuasan dari keinginan dan
kebutuhan materi melalui penyediaan barang-barang seperti makanan, pakaian,
pela&anan kesehatan, hiburan, dan lainnya. Aktivitas konsumsi secara umum tidak
diharapkan sebagai suatu kontribusi terhadap sumber daya keuangan atau fisik
suatu rumah tangga, terkecuali konsumsi untuk barang tertentu yang tahan lama
bagi penggunaan di masa akandatang.

Kepemilikan aset merupakan salah satu indikator yang mencerminkan
kondisi perekonomian suatu rumah tangga. Karena dengan bertambahnya aset
suatu rumah tangga dapat menunjukkan bahwa tingkat konsumsinya juga
mengalami peningkatan. Bahkan kepemilikan aset dapat dikatakan sebagai salah
satu bentuk investasi yang dilakukan suatu rumah tangga, dimana investasi dalam
bentuk ini dapat bermanfaat bagi suatu rumnah tangga bila mereka sedang sangat

membutuhkan dana yang mendesak.
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4.3 Pembahasan

Berbagai usulan kebijakan yang diutarakan dalam penelitian ini dalam
rangka penanggulangan warga bencana tersebut disesuaikan dengan indikasi
rencana program prioritas Kabupaten Tana Tidung berisi program-program
priontas, khususnya program prioritas Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan
visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan
SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah khususnya pada
warga yang terkena bencana. Adapun indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dana program prioritas. Sistem kerja,
sistem pengelolaan dan sistem penanggulangan masuk dalam proses disaster
manajemen.

Berdasarkan teon Disaster Manajemen sebagai salah satu proses
pengelolaan terhadap adanya potensi serta resiko bencana. Pengkajian dan
penilaian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat
bahaya (hazard), tingkat kerentanan (vulnerability) dan tingkat kapasitas,
berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerigian dan indeks
kapasitas. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang
memadai bagi Kabupaten Tana Tidung untuk menyusun kebijakan
penanggulangan bencana. Dari hasil analisa tersebut dapat dihasilkan indeks
risiko bencana yang disusun berdasarkan komponen bahaya, kerugian dan
kapasitas kemudian dalam tahap selanjutnya dapat dipetakan dalam format digital
untuk ditampilkan pemetaan indeks nisiko bencana tiap kecamatan.

Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan

probabilitas kejadian. Komponen kerentanan disusun berdasarkan paranieter
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sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun
berdasarkan parameter kapasitas, regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini,
pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Pada
tatanan pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar
untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan ini nantinya
merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang
merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam
rencana pembangunan.

Pada tatanan mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko bencana
digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi
teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana.
Pendampingan dan intervensi para mitra harus dilaksanakan dengan berkoordinasi
dan tersinkronasi terlebih dahuilu dengan program pemerintah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada tatanan masyarakat umum, hasil
dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salahsatu dasar untuk menyusun
aksi. praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur
evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal. Hasil dari penerapan
teori tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pembangunan daerah penanggulangan
pasca bencana maupun relokasi maupun meliputi 16 pogram unggulan, yakni: (1)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Program Peningkatan Jalan dan
Jembatan; (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (4) Program
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; (5) Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong; (6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Pengairan Lainnya; (7) Pengadaan Jaringan SUTM, SUTR dan TRAFO Distribusi
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Untuk Melayani Pemasangan Baru; (8) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Lampu
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 75 Unit; (9) Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Listrik Berupa Pengadaan Mesin Genset 1000 KV A; (10) Peningkatan
Sistem Kesehatan Puskesmas & Rumah Sakit; (11) Peningkatan Kesehatan Ibu &
Anak; (12) Pengendalian Penyakit & Pengembangan Lingkungan Sehat; (13)
Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan; (14) Peningkatan Kualitas Pelayanan
dan Mutu Pedidikan (Sekolah Unggulan, Unit Sekolah Baru Dan Ruang Kelas
Baru, Lembaga PAUD, Kualitas Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga
Pendidik); (15) Peningkatan Pariwisata Dan Kebudayaan Daerah (Pengembangan
Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengelolaan
Keragaman Budaya); (16) Pengembangan Agroindustri (Pengadaan Sarana &
Prasarana Teknologi Pertanian, Pelatihan dan Pendampingan Pertanian, Jaringan
Irigasi Dan Cetak Sawah, Swasembada Pangan).

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau
pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan urusan
pemerintah dan dalam penyusunan Rencana Strategis dalam optimalisasi adanya
berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya agar warga relokasi tidak kehilangan
adat istiadat, warisan budaya serta kenyamanan beribadah serta bekerja termasuk
dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten Tana Tidung secara teperinci dalam rangka optimalisasi penyesuaian
warga bencana di tempat baru dari lokasi sebelumnya.

Mengacu pada hasil identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten

Tana Tidung yang diuraikanpada bagian sebelumnya, dapat dinyatakan isu-isu
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strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang
mendukung optimalisasi konsolidasi sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat
bencana sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan ataupun kurang
diperhatikan sebab pemerintah tidak hanya memberikan dukungan yang bersifat
fisik namun juga non fisik sebagai berikut:

(1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia warga bencana meliputi;

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas guru sesuai kompetensi.

b. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

c. Pengalokasian anggaran untuk mendukung proses belajar-mengajar pada
sekolah-sekolah unggulan.

d. Penerapan kebijakan bebas biaya pendidikan 12 tahun.

e. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi tetapi orang tuanya tidak
mampu.

f. Regulasi tentang Sistem Pelatihan Kerja di Daerah.

g. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Swasta untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis
kompetensi yang sesnai dengan kebutuhan.

(2) Mengoptimalkan Pengelolaan Suinber Daya Alam yang ada di wilayah
relokasi yang baru, meliputi:

a. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.

b. Kebijakan dan regulasi pengelolaan sumber daya alamyang diarahkan pada
kegiatan pemrosesan (industrialisast).

c. Investasi, penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah,
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d. Regulasi (Peraturan Daerah) tentang CSR.

€. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR (terbentuknya forum CSR).

f. Kemitraan antara pemerintah dan swasta (kerjasama pemerintah swasta).

g. Peran serta Perusda dalam pengelolaan sumber daya alam.

h. Kelestanian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global.

j. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

k. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

(3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bencana yang baru, meliputi:

a. Pengembangan kelembagaan kegiatan ekonomi ditingkat desa.

b. Pengembangan dan pembangunan usaha-usaha ekonomi alternatif dan
kreatif di pedesaan.

¢. Pembukaan lapangan kerja melalui Program Dacrah Pemberdayaan
Masyarakat (PDPM).

d. Pengadaan Tenaga Pendamping Pedesaan.

e. Proyek padat karya.

f. Penyediaan sarana transportasi (subsidi transportasi) pemasaran hasil
pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

g. Fasilitasi peningkatan pendapatan yang layak sesuai UMK/UMP.

(4) Pengembangan Budaya dan Pariwisata berbasis kearifan lokal, meliputi:

a. Kebijakan yang meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya
dan kearifan lokal.

b. Pembentukan dan fungsi balai-balai budaya.

c¢. Promosi dan pementasan budaya lokal di dalam dan luar negen.
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d. Dokumentasi karya dan pementasan budaya lokal.

e. Peran pimpinan/pemangku adat dalam dalam pengambilan kebijakan
pembangunan budaya dan pariwisata.

f. Peran pimpinan/pemangku adat dalam memelihara dan melindungi budaya
lokal.

g. Karakterisasi dan identifikasi budaya lokal dan keanekaragaman hayaticiri
khas Tana Tidung.

h. Pengusulan hak kekayaan intelektual (Paten, Hak Cipta, Indikasi
Geografis, perlindungan varietas tanaman, desain lokal, warisan budaya)
yang terkait dengan kebudayaan dan kearifan lokal. -

(5) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang ada di wilayah relokasi yang
baru, meliputi:

a. Aksesibilitas wilayah-wilayah terisolir sesuai konsep pembangunan
wilayah berorientasi transportasi (Transit oriented development/TOD),
dengan prioritas realisasi prasarana: jalan, jembatan, pelabuhan, rel kereta,
dil dengan melibatkan peran serta swasta.

b. Ketersediaan sarana prasarana pemerintahan.

c. Jaminan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan air bersih dan
prasarana kesehatan lingkungan lainnya (sampah, mck, dll).

d. Jaminan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan akses mendapatkan
BBM dan BBG.

e. Jaminan ketersediaan dan pengelolaan pasar tradisional yang mampu

menghadapi persaingan atau bersinergi dengan pasar modem.
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f. Jaminan ketersediaan dan pengelolaan profesional jaringan Information
Communication Tecknology (ICT).

g. Jaminan ketersediaan dan pendayagunaan ruang terbuka hijau (minimal
30% sesuai undang-undang RTH);

h. Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTG dan PLTA) untuk ketersediaan
energi listrik.

1. Kapasitas jaringan kelistrikan_

j. Penyediaan dan pelengkapan sarana mitigasi dan penanggulangan
bencana.

k. Penyediaan sarana rekreasi, taman bermain, dan sarana olah raga.

(6) Pembukaan Lapangan Kerja di Wilayah Baru, meliputi:

a. Kebijakan strategis dalam peningkatan daya saing tenaga kerja lokal
melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (sertifikasi
keahlian).

b. Implementasi kebijakan strategis peningkatan daya saing tenaga kerja
lokal berbasis kompetensi {sertifikasi keahlian).

c. Penerimaan tenmaga kerja lokal dalam seleksi Aparatur Sipil Negara
(Pegawai Pemerintah), Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Swasta.

d. Asistensi penyiapan tenaga kerja lokal dalam seleksi penerimaan tenaga
kerja.

e. Pelatihan kerja dan pendampingan serta penempatan tenaga kerja terampil
dan kreatif.

(7) Meningkatkan keunggulan daerah khususnya pada warga relokasi, meliputi:
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Proses belajar mengajar pada sekolah unggulan.

Jumlah guru kompeten dan fasilitas sekolah unggulan.
Ketersediaan pusat/balai latihan kerja berbasis kompetensi.
Daya saing produk-produk unggulim lokal

Kehadiran industri pengolahan berbasis potensi unggulan lokal.

{(8) Meningkatkan Pelayanan Publik di wilayah Relokasi, meliputi:

a.

b.

J.

k.

Reformasi birokrasi.

Penataan kelembagaan .

Kebijakan strategis untuk penyiapan dokter, dokter spesialis dan tenaga
medis, termasuk dengan sistem kontrak.

Penerapan kartu sehat bagi seluruvh masyarakat tana tidung yang
diselaraskan dengan program BPJS.

Peningkatananggaran kesehatan masyarakat.

Penambahan kapasitas Puskesmas di masing-masing kecamatan.

Sistem pelayanan administrasi berbasis Informasi dan teknologi
komunikasi.

Sistern Pelayanan Terpadu Satu Pmtu (PTSP) berbasis elektronik.
Pembangunan fasilitas olah raga sosial dan budaya.

Fasilitasi ketersediaan BBM dan BBG.

Pemenuhan kebutuhan energi listrik.

(9) Meningkatkan Jaminan Keamanan Pada Wilayah Relokasi, meliputi:

a.

Kebijakan jaminan keamanan dengan berbagai pendekatan, baik yang
bersifat persuasif maupun pencegahan dan penanggulangan melalui

penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tanpa pandang bulu;
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b. Kerjasama TNI dan Polri untuk pengamanan Jalur laut dan darat.
(10) Menyelesaikan Batas Wilayzah;

Prioritas penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan cara dan upaya

yang sesuai kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.
{11) Mengupayakan Kemandirian Pangan;

a. Pencetakan sawah baru dan penyediaan sarana produks: pendukung.

b. Intensifikasi Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura.

c. Penyediaan tenaga penyuluh (pertanian, perikanan, petemakan dan

perkebunan).

d. Sarana prasarana pengairan/irigasi/embung pertanian.

¢. Penguatan permodalan dan kelembagaan petani.

f. Pengembangan komoditas perkebunan unggulan.

2. Pengembangan usaha ternak rakyat (ternak kecil dan unggas);

L. Fasilitast tersedianya sarana produksi peternakan (pengadaan bibit
ternak, pupuk, pakan tambahan, obat-obatan serta alat dan mesin
peternakan (alsinterl.

i. Pengembangan budi daya perikanan darat (kolam ikan), dan sungai
(keramba).

Adapun indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi
kebutuhan dana program prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Pembangunan
daerah meliputi 16 pogram unggulan, yakni: (1) Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan; (2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; (3) Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur; (4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan; (5) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; (6) Program
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Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Pengairan Lainnya, (7) Pengadaan
Jaringan SUTM, SUTR dan TRAFO Distribusi Untuk Melayani Pemasangan
Baru; (8) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum
Tenaga Surya 75 Unit; (9) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Listrik Berupa
Pengadaan Mesin Genset 1000 KVA; (10) Peningkatan Sistem Keschatan
Puskesmas &Rumah Sakit; (11) Peningkatan Kesehatan Ibu &Anak; (12)
Pengendalian Penyakit &Pengembangan Lingkungan Sehat; (13) Pengelolaan
Farmasi Dan Alat Kesehatan; (14) Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Mutu
Pedidikan (Sekolah Unggulan, Unit Sekolah Baru Dan Ruang Kelas Barg,
Lembaga PAUD, Kualitas Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Pendidik);
(15) Peningkatan Pariwisata Dan Kebudayaan Daerah (Pengembangan Destinasi
Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengelolaan Keragaman
Budaya); (16) Pengembangan Agroindustri (Pengadaan Sarana & Prasarana
Teknologi Pertanian, Pelatihan dan Pendampingan Pertaman, Jaringan Irigasi Dan
Cetak Sawah, Swasembada Pangan). Program-program prioritas yang telah
disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai
acuan bagi pemerintah bagi warga relokasi dan dalam penyusunan Rencana
Strategis termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta
kebutuhan pendanaan pada para warga bencana.

Secara ringkas dari keseluruhan penelitian dapat dijelaskan bahwa mengenat
kebijakan terkait kondisi sosial yang dijelaskan mengenai perubahan yang terjadi
dalam kondisi kesehatan, kondisi pendidikan, aktivitas kemasyarakatan dan relasi
sosial. Analisis sosial dapat dianalisa dari perubahan yang mungkin terjadi pada

kondisi sosial warga yang terkena bencana. Kemudian sub bab masukkan
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kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi perencanaan
pengelolaan bencana serta perumahan dijelaskan mengenai tanggapan masyarakat
terhadap berbagai kondisi lingkungan yang akan dibangun (rumah, air bersih,
listrik, sanitasi, keamanan lingkungan dari banjir, kebakaran dan kriminalitas serta
penggunaan fasilitas). Berbapgai persepsi tersebut kemudian menjadi salah satu
pertimbangan dalam rangka formulasi kebijakan dalam rangka pengelolaan
bencana warga. Hal ini terkait dengan kebijakan penataan pengelolaan
bencana, kebijakan terkait kriteria wilayah pengelolaan bencana yang sesuai
dengan warga serta kebijakan konsep optimalisasi konsolidasi sosial, budaya
dan ekonomibagi masyarakat yang terkena bencana.

Instrumen kebijakan adalah alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Dalam penelitian ini, instrumen
kebijakan difokuskan pada perencanaan instrumen kebijakan yang akan
digunakan dalam proses pengelolaan bencana warga. Kondisi lingkungan di
Kabupaten Tana Tidung apabila dilihat dari sisi kualitas masih terdapat beberapa
daerah yang mengalami penurunan khususnya pada bantaran sungai. Hal tersebut
dibuktikan dengan hasil pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh BLH
Kabupaten Tana Tidung. Umumnya, permasalahan lingkungan yang terjadi di
Kabupaten Tana Tidung adalah masaiah polusi, udara, sampah dan air. Kebijakan
pengelolaan bencana ini ditujukan pada 25% jiwa dari keseluruhan desa yang ada
di lokasi khususnya untuk warga lokasi di bantaran sungai yang kerap mengalami
bencana banjir. Berdasarkan hasil survey pada para penduduk maka diketahui
bahwa terdapat berbagai pandangan, syarat, sistem yang diinginkan oleh warga

ketika pengelolaan bencana akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai
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aspek yang ada. Pada umumnya warga bantaran sungai bersedia untuk dikelola
atau direlokasi sebagai pengelolaan bencana. Beberapa masalah lingkungan yang
terjadi di Kabupaten Tana Tidung antara lain: penurunan kualitas udara ambient,
penurunan kualitas air nadan air, penurunan kualitas air laut dan masalah sampah.
“Masalah lingkungan yang memicu bencana biasa terjadi di Kabupaten Tana
Tidung antara lain penurunan kualitas udara ambient, penurunan kualitas air
nadan air, penurunan kualitas air laut dan masalah sampah sehingga menyebablan
bencana banjir dan kebakaran khususnya di wilayah bantaran sungai”. (Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Salah satu pengelolaan bencana yakni pengembalian lokasi lingkungan
sesuai dengan fungsi yakni bantaran sungai yang kembali difungsikan sebagai
wilayah jalur air bukan sebagai pemukiman penduduk. Pemenuhan keburuhan
pemukiman sebagai salah satu bentuk pengelolaan bencana. Menurut penjelasan
UU No.4 tahun 1992 bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu
kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran penting yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta
dikembangkan demi kelangsungan dan penghidupan masyarakat. Kebijakan
perumahan dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kehidupan semata
namun lebih dan itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan
ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati dir.
Kebijakan relokasi pemukiman diharapkan dapat memberikan perubahan pada
pemukiman warga bantaran sungai menjadi lebih baik dari pada sebelumnya
ketika tinggal di bantaran sungai. Sesuai dengan salah satu petikan wawancara
berikut :

“jadi kami memang akan mengadakan relokasi dan ini masih dalam pembahasan

mengenai rencana pemindahan, penentuan lokasi dan sebagainya kami masih
mempertimbangkan terkait dengan kondisi calon retokasi, fasilitas dan ekonomi
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masyarakat selanjutnya sebagai bentuk pengelolaan bencana”. (Kabid Rehabilitasi
dan Konstruksi)

Rencana pengembangan pemukiman diketahui terkait kondisi bangunan
ruinah akan dibuat lebih kokoh dan pemukiman warga sebelumnya, karna rencana
dibuat dengan bangunan susun maka lantai dipersempit dengan lebar tidak selebar
pemukiman warga sebelumnya. Kondisi ventilasi tentu dibuat lebih batk dan
pemukiman sebelumnya.

Kondisi genangan hujan disini memiliki arti bahwa untuk tadah hujan di
pemukiman lama dinilai masih minim schingga lokasi tadah hujan agar
pemukiman terhindar dari genangan hujan akan diperbanyak di pemukiman baru,
kepadatan bangunan ruang yang tinggi di pemukiman lama akan diperlebar,
pembagian ruang di pemukiman lama akan diperlebar jika dibandingkan dengan
pemukiman baru dimana kepadatan hunian (perhitungan berdasarkan jumiah
penduduk) akan sedikit kurang lebih sama bahkan akan lebih padat sedikit jika
dibandingkan pemukiman lama sebab tergantung jumlah kepala keluarga yang
tinggal di tiap bangunan yang disediakan. Pengelolaan bencana tidak jauh dari
ketersediaan bahan pangan, sandang dan yang terpenting ketersediaan prasarana
Ketersediaan prasarana diukur dengan yaitu ketersediaan air terutama untuk
konsumsi sehari-hari, sanitasi/air limbah, sampah, drainase/got serta jalan
lingkungan.

Perencanaan diketahui bahwa lokasi ibadah jumiahnya akan sama dengan
pemukiman lama, fasilitas pendidikan akan dipusatkan pada lokasi tertentu khusus
untuk sekolah SD, SMP dan SMA dalam satu wilayah sehingga sehingga
langsung difokuskan pada satu bangunan. Fasilitas kesehatan juga direncakan

langsung dipusatkan pada satu lokasi dengan berbagai fasilitas untuk keseluruhan
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warga relokasi yang terdiri dari satu rumah sakit, puskesmas, posyandu dan
berbagai fasilitas kesehatan lain. Kegiatan ekonomi juga difokuskan pada lokasi
tertentu yang terdin dari ruko, pasar dan sebagainya sehingga mudah ketika
dilakukan penataan kota serta pembangunan. Semua kegiatan ekonomi para
pedagang dan yang memiliki usaha tidak lagi berjualan di rumah mereka namun
diarahkan pada lokasi yang sesuai. Hasil dari terpusatnya lokasi pendidikan pada
wilayah tertentu, kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu dan fasilitas kesehatan
pada wilayah tertentu maka lokasi khusus daerah pemukiman dapat dibangun
ruang terbuka untuk sarana bermain di sore hari maupun ketika liburan akhir
pekan sehingga warga dapat berkegiatan yang berhubungan dengan hobi dan
sebagainya.

awal relokasi atau pemukiman status lahan yang diberikan, sebagian masih
dimiliki oleh pemerintah, kemudian status bangunan akan diserahkan pada warga,
data mengenai asal penduduk diketahui sama dengan warga di pemukiman lama,
terkait pekerjaan diketahui bahwa terdapat kemungkinan perubahan pekerjaan
ketika dipindah ke lokasi baru yakni beberapa nelayan berpindah pekerjaan
menjadi pedagang maupun karyawan. Berdasarkan segi pendapatan pada awal
relokasi diketahui pasti akan mengalami penurunan sebagai bentuk penyesuaian
namun dibantu dengan adanya uang saku pemerintah sebagai modal awal untuk
bertahan.

Salah satu hal penting yang akan dibangun pada relokasi baru yakni
penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bahwa penyediaan
air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang schat dan bersih, dalam masalah
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sarana air bersih dan jaringan listrik di tempat relokasi harus memenuhi
persyaratan. Masyarakat mengambil air bersth dari tempat terjangkau. Selain itu,
sarana pedidikan dan keschatan juga harus tersedia. Sehingga pelajar masih tidak
perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai sekolah. Pemenuhan
kebutuhan akan pekerjaan juga harus terjamin. Banyak masyarakat yang
pendapatannya diharapkan meningkat seiring pengeluaran semakin bertambah,
Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk dicarikan solusinya.
Misalnya dengan memberdayakan masyarakat atau mendaftar potensi masyarakat
yag bisa dimanfaatkan untuk menjadikan relokasi permukiman warga lebih baik.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan permmukiman baru untuk
masyarakat bantaran sungai harus sesuai dengan kaidah-kaidah permukiman.

Masukan kebijakan berikutnya yakni terkait sspek fisik dalam penelitian ini
adalah kondisi perumahan. Perumahan dalam arti luas meliputi rumah dan segala
fasilitas pendukungnya yang bersama merupakan suatu lingkungan perumahan.
Fasilitas lingkungan perumahan mencakup aneka ragam, antara lain penyediaan
air minum, jaringan saluran pembuangan, jalan lingkungan dan sebagainya yang
kesemuanya penting bagi pemeliharaan lingkungan. Dalam sub-bab ini akan
dijelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap kondisi perumahan yang
diantaranya kondisi mamah, air bersih, listrik dan sanitasi; kondisi jalan angkutan
umum; keamanan lingkungan dari banjir, kebakaran dan kriminalitas serta;
penggunaan fasilitas yang tersedia di wilayah studi.

Kebijakan dalam penyusunan rumah relokasi ini diharapkan lebih baik
sebab pembangunan rumah relokasi yang kemungkinan yang dilakukan secara

serentak schingga kurang mendapatkan pengawasan dari pihak pimpinan,
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akibatnya masyarakat khawatir terdapat beberapa rumah yang masih harus
direnovasi ulang oleh para penghuninya.

Kondisi berikutnya yang dijadikan kriteria yakni kondisi air bersih dimana
diharapkan lebih baik untuk akses air bersih di lokasi baru dibandingkan di
bantaran sungai di mana persepsi ini muncul karena mereka bersedia menempuh
jarak 4 km untuk mendapatkan air bersih. Menurut masyarakat sebelum adanya
Jaringan air mereka harus mengambil air bersih dari éungai yang ada lalu di bawa
ke rumabh, tetapi saat ini menurut mereka jauh lebih baik. Masyarakat berpendapat
bahwa kondisi air bersih tidak baik di mana persepsi ini muncul karena menurut
mereka untuk mendapatkan air bersih mercka harus berjalan jauh 4 km yang
membuat mereka segan. Bencana banjir akibat tinggal di bantaran sungai tersebut
membuat sumber air bersih yang sudah ada sebelumnya menjadi
berkurang Menurut masyarakat sebelum bencana terjadi mereka dapat dengan
mudah memperoleh air bersth meskipun jarak tempuh untuk mengambil air
tersebut tidaklah dekat. Jaringan air yang ada pada tempat relokasi permukiman
diharapkan tidak seperti sebelumnya.

Kondisi listrik juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan sebab
mereka menganggap kondisi penerangan di lokasi bantaran sungaicukup baik
sehingga dibandingkan saat mereka menetap di bantaran sungai dimana persepsi
ini muncul karena meskipun tidak tersedia jaringan listrik mereka bersedia
mengadakan penerangan sendiri dengan menggunakan petromak dan lampu
tempel. Menurut beberapa masyarakat jaringan listrik yang tersedia sekarang
dapat merata, schingga setiap rumah terdapat jaringan listrik sendiri karenma

menurut mereka di bantaran sungai sudah ada jaringan listrik sedangkan saat ini
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diharapkan di permukiman terdapat jaringan listrik dengan penerangan yang lebih
baik dan stabil.

Kondisi permukiman yang baik tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik
semata, tetapi salah satunya juga dan keamanan lingkungan yang terdapat di
permukiman tersebut. Keamanan yang diutarakan dalam penelitian ini adalah
keamanan lingkungan dari bahaya banjir, kebakaran dan kriminalitas. Ketenangan
dan kenyamanan warga yang hidup di dalamnya sangat bergantung pada tingkat
keamanan ketiga hal tersebut. Barang-barang kepemilikan warga akan aman bila
lingkungan tersebut terhindar dari bahaya banjir, kebakaran dan kriminalitas. Hal
ini bisa dimaklumi karena kondisi area studi terletak di dataran renbah dan rawan
banjir sehingga mereka bersepakat bulat untuk memilih perumahan yang lebih
baik. Dengan kondisi area yang berada di tempat yang lebih rendahmasyarakat
merasa keamanan tempat tinggal yang sekarang dekat dengan ancaman bencana
banjir susulan atau banjir yang akan datang. Keadaan ini membuat masyarakat
merasa kurang nyaman untuk tinggal dan merasa was-was atau khawatir jika ada
bencana banjir lagi. Kondisi kebakaran yang pernah dialami ketika bermukim saat
ini sebanyak 35% menyatakan buruk dan 19% menyatakan sangat baik.
Maksudnya mereka pernah mengalami kebakaran ketika mereka bermukim di
bantaran sungai. Hal ini bisa dimaklumi karena kondisi perumahan saat imi
merupakan kayu dan mempunyai jarak antar rumah yang kurang aman dari
bahaya kebakaran sehingga mereka bersepakat bulat membutuhkan kondisi
perumahan yang lebih baik. Tidak adanya jarak antar rumah tersebut dapat
membuat api yang menjalar ketika ada kebakaran dimana dapat secara langsung

dapat merembet ke rumah yang lainnya. Sechingga jika terjadi kebakaran
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masyarakat sekitar kebakaran tersebut maka akan terjadi kesulitan mengantisipasi
terlebih dahulu ketika merembet ke rumah mereka. Dari hasil survey yang
dilakukan mengenai kriminalitas yang pernah dialami ketika bermukim saat
sebanyak 17% menyatakan buruk dan 19% menyatakan sangat buruk karena
mereka pernah mengatami tindakan kriminalitas ketika bermukim di bantaran
sungai. Tindak kriminal menurut beberapa masyarakat mungkin dikarenakan
orang yang melakukan tindak kriminal tersebut juga ikut mengalami musibah
bencana banjir, sehingga mungkin untuk sementara kriminalitas meningkat ketika
adanya bencana banjir. Hal ini disebabkan barang mereka pernah kecurian
padahal sewaktu di bantaran sungai. Kriminalitas yang terjadi pasca bencana
tersebut masih tetap ada meskipun tidak sesering dan sebesar sebelum bencana
banjir. Dari hasil survey yang dilakukan mengenai senang atau tidak senang
bermukim di wilayah studi masyarakat yang menyatakan kurang senang tinggal di
wilayah studi ada sebanyak 19 orang dan 21% yag menyatakan tidak senang,
persepsi ini muncul karena menurut responden kondisi saat ini serba kesulitan
misalnya akses fasilitas rumah, dan keamanan dari bencana banjir. Masyarakat
menyatakan bahwa keadaan saat ini merasa tidak senang sebab jauh dengan
kerabat dekat yang dulu rumahnya berdekatan.

Ketersediaan fasilitas, lengkap tidaknya fasilitas yang ada dapat
mencerminkan perkembangan keadaan masyarakat di lokasi yang bersangkutan.
Pada umumnya makin berkembang suatu masyarakat makin lengkap fasilitas
sosial-ekonomi yang dimilikinya, sesuai dengan meningkatnya kebutuhan
pelayanan. Kemudahan hubungan dan komunikasi, memiliki keterkaitan yang

sangat erat dengan faktor kelengkapan fasilitas. Karena kemudahan hubungan dan
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komunikast akan berjalan dengan baik seiring dengan kelengkapan fasilitas seperti
Janngan utilitas dan jalan yang makin baik, serta tidak lupa pula sarana
pendidikan, kesehatan, dan perbelanjaan. Akan sangat membantu penghuni
pemukiman tersebut guna keberlangsungan hidup mereka. Sesuai anggaran dana
di dalam pembangunan relokasi permukiman maka oleh Pemerintahan Tana
Tidung membangun fasilitas Peribadatan yakni masjid dan gereja. Pembangunan
Masjid dan Gereja ini didasari oleh mayoritas penghuni relokasi permukiman
pada beberapa desa di Bantaran Sungai. Di dalam mengatasi kebutuhan
pendidikan dan kesehatan, penduduk relokasi permukiman menggunakan fasilitas
di pusat kota.

Kabupaten Tana Tidung khususnya pada lokasi yang rawan bencana seperti
bantaran sungai masih tertinggal dalam pembangunan manusia di bidang
pendidikan, kesehatan dan daya beli. Artinya jalan untuk menuju sasaran ideal
yang berupa pembangunan manusia seutuhnya yang ditandai dengan kualitas
sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha,
terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuban dasar lainnya secara layak,
serta meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Tana Tidung
untuk bisa segera terwujud masib membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih
serius.

peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) cukup penting
dalam mengatasi dan memberikan berbagai pertolongan pada masyarakat yang
tertimpa bencana. Dokumen RPB Kabupaten Tana Tidung berisikan strategi serta
program yang akan dilakukan oleh BPBD sebagai upaya penurunan risiko

bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung dimana program tersebut merupakan
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bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Tana
Tidung, Penyusunan dokumen ini didasarkan atas hasil kajian risiko bencana dan
upaya penanggulangannya yang kemudian dijabarkan ke dalam program kegiatan
penanggulangan bencana beserta pagu indikatif anggaran yang sesuai. Ruang
lingkup RPB Kabupaten Tana Tidung terbagi atas ruang lingkup geografis, ruang
lingkup tahap bencana, ruang lingkup tipe bencana dan pola umum
penyelenggaraan.

Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yang
sangat tinggi, beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami,
banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, kebakaran hutan dan
lahan. Terdapat 2 (dua) kelompok utama potensi bencana di wilayah Indonesia
yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral
hazard). Potensi bahaya utama (main hazard) dapat dilihat antara lain pada peta
potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah
wilayah dengan zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor,
peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana banjir. Sedangkan
peta potensi bencana ikutan (collateral hazard) dapat dilihat dari beberapa
indikator antara lain bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan dan
kepadatan mdustn berbahaya.

Kondisi geografi dan demografi merupakan dua faktor penting dan mendasar
yang menentukan keberhasilan pembangunan. Kondisi geografi akan
memberikan gambaran tentang ketersediaan sumberdaya alam, mulai dan luas
lahan, mineral dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya, hingga

fisiografi lahan berserta flora dan fauna yang berada di atasnya. Sedangkan,
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kondisi demografi merupakan gambaran tentang ketersediaan sumberdaya
manusia, baik ditijjau dari aspek kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka
mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan
kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian di
sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung
resmi menjadi Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi
Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal
18 Desember 2007. Setelah lahimya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada
tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Daerah Otonom BaruProvinsi
Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur,
maka Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah
pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Kesejahteraan pada dasarnya memiliki dimensi yang luas dan beragam.
Salah satu indikator yang dapat merepresentasikan hal int melalui indeks
pembangunan manusia (IPM). Aspek penting dalam pembangunan daerah yang
meliputi (1) Aspek Geografis dan Demografis; (2) Aspek Kesejahteraan
Masyarakat; (3) Aspek Pelayanan Umum; (4) Aspek Daya Saing Daerah, pada
dasarnya diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia itu sendin,
sebagai tujuan bagi pembangunan daerah.Dari keempat aspek tersebut, diarahkan
untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan
pengelolaan yang lebih sistematis dan terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas

dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam rangka keharmonisan lingkungan.
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Seluruh aspek tersebut bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai
tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kehidupan sebuah rumah tangga di suatu lingkungan permukiman tidak
hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap tuntutan ekonomi
mereka. Karena tanpa adanya kondisi-kondisi sosial yang menunjang seperti
kondisi kesehatan, pendidikan dan relasi sosial yang dimiliki suatu rumah tangga,
maka kegiatan rumah tangga untuk memenuhi tuntutan ekonomi juga akan
mengalami gangguan. Tanpa adanya kondisi kesehatan yang baik seseorang tidak
beraktifitas secara optimal, begitu pula halnya dengan kondisi pendidikan yang
merupakan modal utama dalam membentuk kemampuan manusia, dan relasi
sosial yang dimiliki suatu rumah tangga akan menunjang kehidupan mereka di
suatu lingkungan. Rumah tidak hanya menjadi kebutuhan individual melainkan
kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seseorang yang telah terpenuhi kebutuhan
akan rumah tidak berdiri sendiri, melainkan hadir bersama-sama dengan orang
lain yaitu masyarakat lingkungannya. Karena orang tidak mungkin hidup
sendirian, maka kehadirannya ke dalam suatu rumah mau tidak mau dipengaruhi
oleh masyarakat lingkungan sekelilingnya.

Perubahan pada kondisi perekonomian rumah tangga adalah salah satu
determinan penting dalam menjelaskan perubahan taraf hidup rumah tangga yang
direlokasi. Dengan segala faktor-faktor yang menjadi nilai lebih maupun nilai
kurang dari suatu lokasi permukiman, seseorang maupun suatu rumah tangga
tentu membutuhkan dukungan perekonomian yang kuat untuk dapat
inenyesuaikan diri pada suatu permukiman. Ketika suatu rumah tangga diharuskan

untuk meninggalkan lingkungan permukiman yang sudah ada menuju suatu
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lingkungan yang baru, maka kondisi perekonomian yang sudah stabil tersebut
akan dipaksa untuk kembali menyesuaikan din lagi terhadap kondisi yang baru
tersebut. Hal tersebut menyebabkan beberapa perubahan yang terjadi pada kondisi
perekonomian rumah tangga akibat relokasi permukiman,

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan.
Pendapatan rumah tangga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan rumah tangga. Pada tingkat pendapatan rumah tangga yang sangat
rendah maka pengeluaran rumah tangga adalah lebih besar dari pendapatannya.
Im berarti bahwa pengeluaran konsumsi bukan saja dibiayai oleh pendapatannya
tetapi juga dari sumber-sumber lain, seperti tabungan yang dibuat di masa lalu,
dengan menjual harta kekayaannya, atau dari meminjam. Pada suatu tingkat
pendapatan rumah tangga yang cukup tinggi, konsumsi rumah tangga akan sama
besarnya dengan pendapatan rumah tangganya. Apabila pendapatan rumah tangga
mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi, maka rumah tangga tidak akan
menggunakan seluruh pendapatan yang dapat dibelanjakan tersebut. Ini berarti
pengeluaran rumah tangga adalah lebih rendah dari pendapatan rumah tangga.
Pendapatan yang tidak digunakan untuk belanja tersebut merupakan tabungan
yang dilakukan oleh ramah tangga.

Pengeluaran suatu rumah tangga akan menunjukkan tingkat konsumsinya,
Aktivitas konsumsi dapat digambarkan sebagai pemuasan dari keinginan dan
kebutuhan materi melalui penyediaan barang-barang seperti makanan, pakaian,
pelayanan kesehatan, hiburan, dan lainnya. Aktivitas konsumsi secara umum fidak
diharapkan sebagai sunatu kontribusi terhadap sumber daya keuangan atau fisik

suatu rumah tangga, terkecuali konsumsi untuk barang tertentu yang tahan lama
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bagi penggunaan di masa akan datang. Berbagai solusi penanggulangan di atas
sesuai dengan pedoman tata ruang wilayah ketika merelokasi warga yang terkena
dampak bencana. Dokumen rencana tata ruang menetapkan ruang dengan fungsi
perlindungan bencana pada lahan rawan longsor dengan tujuan agar masyarakat
dan aktivitas yang mereka kembangkan tidak menjadi korban apabila bencana
longsor terjadi. Dalam praktik penyusunan ruang di Indonesia, dokumen tata
ruang bersifat hirarkis. Mulai dari dokumen yang bersifat makro yang berlaku
pada level nasional hingga dokumen detl yang hanya berlaku pada kawasan
tertentu saja. Dokumen (ata ruang tersebut adalah: Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN), merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur
peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Dokumen ini berlaku
secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada
level provinsi dan kabupaten/kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP); merupakan penjabaran RTRWN pada masing-masing provinsi.
Dokumen ini berlaku pada masing-masing provinsi yang diatumya, sebagai
contoh RTRW Kabupaten Tana Tidunghanya berlaku pada wilayah hukum
Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen
RTRW Kabupaten/Kota dan dokumen detil lainnyRencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota (RTRWK), merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN dan
RTRWP pada level kabupaten/ kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing
wilayah administratif kabupaten/ kota.

Rencana Detil Ruang dalam bentuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)
serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); merupakan penjabaran

detil dari dokumen RTRWK dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah
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kabupaten/ kota dalam menerbitkan lzin Mendirikan Bangunan (IMB). RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kota. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata
ruang. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan
fungsi dan karaktenistik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi
lain. Memjuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 20/PRT/M/
2011 tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/ Kota menegaskan bahwa RDTR disusun untuk bagian dan wilayah
kabupaten/ kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis
kabupaten atau kawasan strategis kota (Bab I1, Pasal 3 Ayat 1).

Permen PU tersebut secara jelas menyebutkan bahwa RDTR disusun untuk
kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Sehingga, berdasarkan
Permen PU ini, RDTR tidak mencakup 1‘w.rilayah di luar kawasan perkotaan. Hal
ini berbeda dengan RDTR sebelum adanya Permen PU ini, dimana wilayah
perencanaan meliputi seluruh kawasan kecamatan, selain kawasan perkotaan,
sedangkan penataan kawasan yang berada di lvar perkotaan, penataan dan
pemanfaatannya merujuk kepada RTRW kabupaten diatasnya.

Prinsip dasar dari Permen PU No. 20/PRT/2011 bahwa pemanfaatan dan
konflik ruang yang kerap terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam
pembangunan adalah ruang pada kawasan perkotaan. Selain itu, jems penggunaan
ruang di perkotaan juga lebih banyak dan beragam. Sementara penggunaan

ruang di luar kawasan perkotaan tidak banyak jenis penggunaannya, sehingpa
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tidak diperlukan perencanaan secara detail. Penyusunan Perencanaan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Tidung, RDTR im diperlukan
karena hampir sebagian besar wilayahnya bersifat padat penduduk, padat
bangunan, dan berfungsi sebagai daerah industri maupun pendukung industri.
Kondisi un perlu diketahwi dengan benar karena bilamana terjadi bencana, akan
mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa yang cukup besar. Dalam UU
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat
(7). Saat tanggap darurat dan pemulihan segera (early recovery) Penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: Pengkajian secara
cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya; Penentuan status
keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana; Pemenuhan kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap kelompok rentan;
dan Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pasca Bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tana Tidung
pada tahap pasca bencana meliputi: Rehabilitasi; dilakukan melalui kegiatan:
Perbaikan lingkungan daerah bencana; Perbaikan prasarana dan sarana umum;
Pemberian bantuan perbaitkan rumah masyarakat; Pemulihan sosial psikologis;
Pelayanan keschatan; Rekonsiliasi dan resolusi konflik; Pemulihan sosial ekonomi
budaya; Pemulihan keamanan dan ketertiban; Pemulihan fungsi pemerintah; dan
Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi; dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik,
meliputi: Pembangunan kembali pra sarana dan sarana, Pembangunan kembali
sarana sosial masyarakat, Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya

masyarakat, Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan Peralatan
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yang lebih baik dan tahan bencana;, Partisipasi dan peran serta lembaga dan
organisasi; Kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; Peningkatan kondisi
sosial, ekonomi dan budaya; Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Terdapat 3 wupaya yang tercantum di dalam RPB bagi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yakni : Pengurangan tingkat ancaman (Hazard
Reduction), Pengurangan tingkat kerentanan (Vulnerability Reduction) dan
Peningkatan kapasitas (Capacity Development). Prioritas penanggulangan
bencana di Kabupaten Tana Tidung akan disesuaikan tingkat risikonya (risk) yang
didalamnya terdapat unsur bahaya/ ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability)
dan kapasitas (Capacity) daerah berdasarkan hasil pemetaan risiko serta masukan
dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini dan
menjadi acuan dalam penilaian evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Pendekatan perilaku dalam manajemen adalah kuantitas atau kualitas
sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan
pekerjaan. Manajemen organisasi adalah mempertanyakan apakah tujuan atau
misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi,
politik, dan budaya yang ada; apakah struktur dan kebijakannya mendukung
kinerja yang diinginkan, apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastuktur
dalam mencapai misinya; apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya
mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan; dan apakah organisasi tersebut
menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan
sumber dayanya. Efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang

ditetapkan dan setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43g5g.pof

sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk
mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi
dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi disini
bukan hanya menitikberatkan pada pencapaian tujuan belaka melainkan juga pada
proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi intern organisasi
pengaruh lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau
pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan urusan
pemerintah dan dalam penyusunan Rencana Strategis dalam optimalisasi adanya
berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya agar warga relokasi tidak kehilangan
adat istiadat, warisan budaya serta kenyamanan beribadah serta bekerja termasuk
dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten Tana Tidung secara teperinci dalam rangka optimalisasi penyesuaian
warga bencana di tempat baru dan lokasi sebelumnya.

Mengacu pada hasil identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten
Tana Tidung yang diuraikanpada bagian sebelumnya, dapat dinyatakan isu-isu
strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tana Tidung yrang
mendukung optimalisasi konsolidasi sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat
bencana sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan ataupun kurang
diperhatikan sebab pemerintah tidak hanya memberikan dukungan yang bersifat

fisik namun juga non fisik
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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana
Tidung diarahkan pada pengurangan resiko bencana, penguatan kapasitas
penganggulangan  bencana, optimalisasi insrumen  pengendalian,
pemanfaatan ruang dalam pengurangan resiko bencana, mendorong
partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, peningkatan sumber
daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan serta pemulihan
wilayah terdampak.

2. Sistem Pengelolaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tana Tidung fokus pada penerapan perbaikan khususnya pada
kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek perubahan transformasi
tersebut antara lain dapat dilibat dan kondisi ekonomi, sosial serta persepsi
masyarakat yang terkena bencana terhadap rencana kondisi perumahan dan
fasilitas yang akan dibangun termasuk masukan terkait kebijakan ekonomi
antara ditujukan untuk terjadi untuk mengoptimalkan perubahan pendapatan
dan perubahan pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi berbagai
kebutuhan serta pemilikan aset.

3.  Sistem penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tana Tidung dalam Mitigasi, mengatasi bencana dan dampak
bencana  berkaitan dengan kebijakan kondisi sosial yang dijelaskan
mengenai perubahan yang terjadi dalam kondisi kesehatan, kondisi

pendidikan, aktivitas kemasyarakatan dan relasi sosial. Analisis sosial dapat
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dianalisa dani perubahan yang mungkin terjadi pada kondisi sosial warga
yang terkena bencana kemudian pengelolaan persepsi masyarakat terhadap
kondisi perencanaan dalam mengatasi bencana serta perumahan dijelaskan
mengenai tanggapan masyarakat terhadap berbagai kondisi lingkungan yang
akan dibangun.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas, maka penulis

dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. Institusi (BPBD Kabupaten Tana Tidung)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan sistem
kelola, perencanaan mengenai alokasi pemilihan lokasi yang tepat untuk para

warga yang terkena bencana. Berdasarkan hal tersebut, saran bagi institusi

1. Hendaknya insititusi perlu melakukan survei lokasi dengan
memperhatikan pemerataan, yang ditinjau dari kebutuhan dan
ketersediaan berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan warga

2. Hendaknya institusi perlu melakukan evaluasi terkait dengan informasi
lokasi, sarana serta berbagai fasilitas yang kemudian disosialisasikan agar
warga memahami dengan jelas lingkungan, kondisi yang baru akan
ditempati

3. Hendaknya instituri meningkatkan pelaksanaan program terkait
pengembangan berbagai sarana fasilitas melihat sumber daya manusia
yang masih minim yang bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan

berbagai kebutuhan masyarakat.
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4.  Berbagai aspek di atas dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan
masukkan dalam merurnuskan kebijakan pihak Pemerintah Tana Tidung
dalam menentukan kriteria wilayah relokasi yang sesuai.

b. Bagi Masyarakat
1. Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kemampuan menyesuaikan
din dan adaptasi dengan kondisi lingkungan kerja akibat adanya
perubahan kondisi pasca bencana alam.
2. Hendaknya masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat
yng bersifat solutif
c. Bagi Peneliti Lain
Disarankan agar terdapat kelanjutan dari penelitian ini sehingga
pengembangan ilmu yang dapat memberikan informasi secara lebih luas.
Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperhatikan vanabel-variabel
lain yang diduga terkait kebijakan disaster managemen seperti misalnya
kondisi lingkungan, karakteristik individual (usia, jenis kelamin, pendidikan)

dan sistem kelola pemerintahan.
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LAMPIRAN II KUESIONER

Narasumber : Kepala Pelaksana

1. Bagaimana Bapak/Ibu memimpin petugas OPD Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung terkait perencanaan alternatif
pencegahan bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

2.  Bagaimana Bapak/lbu memimpin pengorganisasian pada OPD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka
mengefektifkan dan mengefisienst kerjasama antar petugas dalam mengatasi
bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

3. Bagaimana Bapak/[bu memiinpin untuk mulai menggerakkan sumber daya
OPD Badar Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung
dalam rangka mencapai tujuan organisasi guna mengatasi bencana alam
maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

4. Bagaimana Bapak/Ibu memimpin dalam melakukan tindakan pengawasan
atas berbagai penerapan kebijakan yang telah diberlakukan dalam rangka
mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

5. Bagaimana Bapak/[bu memimpin dalam melakukan evaluasi dalam menilai
keseluruhan proses yang telah dilakukan OPD Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mencapai tujuan
organisasi guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten
Tana Tidung darn perencanaan hingga pengawasan ?

Narasumber : Kasubag Pogram dan Keuangan

1. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam perencanaan altemnatif
pencegahan bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

2. Bagaimana peran Bapak/lbu dalam bentuk sistem pengorganisasian guna
meningkatkan kerjasama antar petugas dalam mengatasi bencana alam
maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

3. Bagaimana peran Bapak/Ibu menggerakkan sumber daya OPD Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka

inengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?
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4. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam melakukan pengawasan atas berbagai
penerapan kebijakan yang telah diberlakukan dalam rangka mengatasi
bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

5. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam proses evaluasi guna mengatasi
bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung dan

perencanaan hingga pengawasan ?

Narasumber : Kabid Kebencanaan

1. Bagaimana Bapak/Ibu bermusyawarah dengan sesama petugas terkait
perencanaan alternatif pencegahan bencana alam maupun kebakaran di
Kabupaten Tana Tidung ?

2. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan pengaturan pengorganisasian sesuai
perintah atasan pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensi
kerjasama antar petugas dalam mengatasi bencana alam maupun kebakaran
di Kabupaten Tana Tidung ?

3. Bagaimana Bapak/Ibu menggerakkan sumber daya dalam rangka mencapai
tujuan organisasi guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di
Kabupaten Tana Tidung sesuai kebijaka atasan ?

4. Bagaimana Bapak/Ibu mengawasi petugas dan bawahan atas berbagai
pencrapan kebijakan yang telah diberlakukan dalam rangka mengatasi
bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

5. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan penilaian serta evaluasi kinerja yang
telah dilakukan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tana Tidung guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di
Kabupaten Tana Tidung ?

Narasumber : Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi

1. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan hasil perencanaan rekonstruksi yang
telah diberlakukan sebagai kebijakan terkait perencanaan alternatif
pencegahan bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

2.  Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan hasil diskusi pengorganisasian mengenai

rekonstrukri pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
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Tana Tidung dalam mengatasi bencana alam maupun kebakaran di
Kabupaten Tana Tidung ?

3. Bagaimana Bapak/Ibu mulai bekerjasama menggerakkan sumber daya
dalam rangka melaksanakan rekonstruksi sesuai perintah atasan dalam guna
mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

4.  Bagaimana Bapak/Ibu berkoordinasi dengan tetap melakukan pengawasan
atas proses kerja rekonstruksi yang dilakukan agar sesuai dengan penerapan
kebijakan yang telah diberlakukan dalam rangka mengatasi bencana alam
maupun kebakaran di Kabupaten Tana Tidung ?

5. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan evaluasi atas rekonstruksi yang telah
dilakukan guna mengatasi bencana alam maupun kebakaran di Kabupaten
Tana Tidung ?

Narasumber: LSM Penganggulangan Bencana

1. Apakah Bapak/lbu mengetahui OPD yang menanggani bencana di
Kabupaten Tana Tidung?

2. Apakah Bapak/ Ibu sudah berkoordinasi dengan OPD tersebut, dalam
penaggulangan bencana maupun kebakaran di Kabupaten Tana
Tidung?

3. Apakah yang dilakukan OPD tesebut, sudah maksimalkah atau belum
menurut bapak/Ibu dalam mengatasi bencana dan kebakaran di
kabupaten Tana Tidung?

4. Apakah kontribusi LSM penganggulangan Bencana yang bapak/Ibu
terhadap OPD tersebut?

5. Bagaimana LSM Penganggulangan Bencana mengawasi OPD tersebut
dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana
Tidung?

NaraSumber : Tokoh Masyaakat

| Apakah Bapak/lbu mengetahui ada OPD yang menangangani
Bencana dan kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung?

2 Apakah yang menjadi harapan Bapak /Ibu terhadap OPD tersebut?

3 Bagaimana Kontribusi Bapak/ Ibu dalam mengatasi bencana dan .

kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



g2

4 Apakah Bapak/Ibu setuju jika pemeﬁntah melakukan relokasi
penduduk yang terdampak bencana ketempat yang aman?

5 Apakah Bapak / Ibu mengetahui akan di bentuk desa tangguh
bencana diKabupaten Tana Tidung?

Narasumber : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

i Apakah Bapak / Ibu mengetahui ada OPD yang menangangani
Bencana dan kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung?

2 Apakah yang menjadi harapan Bapak /Ibu terhadap OPD tersebut?

3 Apakah anggaran OPD yang menanganggani Bencana dan
kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung sudah memadai
menusut Bapak/Tbu?

4 Apakah Bapak / Ibu mengetahui kegiatan OPD tersebut dalam
mengatasi- bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana
Tidung?

5 Bagaimana Bapak/Ibu melakukan pengawasan terhadap OPD
tersebut?

Narasumber : Jurnalis

i Apakah Bapak / Ibu mengetahui ada OPD yang menanganggani
Bencana dan kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung?

2 Bagaimana Kontribusi Bapak/ Ibu dalam mengatasi bencana dan
kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?

3 Apakah Bapak/Ibu mengetahui daerah rawan bencana di kabupaten
Tana Tidung?

4 Apakah Bapak / Ibu mengetahui kegiatan OPD tersebut dalam
mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana
Tidung?

5 Apakah yang menjadi harapan Bapak /Ibu terhadap OPD tersebut?

Narasumber : Aktivis Lingkungan

1 Apakah Kontribusi Bapak/ Ibu dalam mengatasi bencana dan
kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?

2 Apakah Bapak/Tbu mengetahui Data daerah rawan bencana di

kabupaten Tana Tidung?
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3 Apakah Bapak/Ibu setuju jika pemerintah melakukan relokasi
penduduk yang terdampak bencana ketempat yang aman?

4 Apakah Bapak/ Ibu bersedia bekejasama dengan OPD tersebut
dalam mengatasi bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten Tana
Tidung?

5 Apakah Bapak / Ibu berkomitmen menjaga Lingkungan kabupaten
Tana Tidung dari bencana dan Kebakaran Hutan?

Narasumber : Relawan Bencana Alam

1 Apakah Bapak / Tbu mengetahui ada OPD yang menanganggani
Bencana dan kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung?

2 Apakah Kontribusi Bapak/ Ibu dalam mengatasi bencana dan
kebakaran Hutan di Kabupaten Tana Tidung?

3 Apakah Bapak /Ibu bersedia sewaktu-waktu di perlukan oleh OPD
yang menanganggani Bencana dan kebakaran Hutan di Kabupaten
Tana Tidung?

4 Apakah yang menjadi harapan Bapak / Ibu terhadap OPD tersebut?

5 Apakah Bapak/Ibu bersedia menjaga lingkungan sekitar dari potensi
Bencana dan Kebakaran Hutan diKabupaten Tana Tidung?
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